WALIKOTA SURABAYA

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR &8 TAHUN 2007

TENTANG

TATA CARA PENDIRIAN RUMAH |IBADAT DAN PEMANFAATAN

Menimbang

Mengingat

SANGUNAN GEDUNG UNTUK RUMAHK IBADAT

WALIKOTA SURABAYA,

. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuvan Paszal 4

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Calam
Negerl Nomor 01BER/MDN-MAG/1869 tentang Pelaksanaan
Tugas Aparatur Pemerintahan delam Menjamin Ketertiban dan
Kealancaran Pelaksanaan Pengembangan dan ibadat Agama
oleh Pemeluk-pemaluknya, telah ditetapkan Keputusan
Wallkote Surabaya Nomor 49 Tahun 2003 tentang Tata Cara
Pemberian 1zin Tampat |badah;

. bahwa daengan berlakunya Peraturan Bersama Menter

Agama dan Menteri Dalam Negerd Nemor . 9 Tahun 2008
Nomor : 8 Tahun 2006

Tentang Pedoman FPeiaksanaan Tugas Kepala Daerah/\Wakil
Kepala Daesrah dalam Pemellharaan Kerukunan Umat
Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragams
dan Pendiran Rumah |!badet, maks Keputusan Walikota
Surabaya Nomor 49 Tahun 2003 sebeagaimana dimakasud
pada huruf a, periu ditinjau kemball;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagalmana dimakaud

dalam huruf a dan huruf b, peru menetapkan Peraturan
Whalikota tentang Tata Cara Pendirian Rumah Ibadat dan
Pemanfaatan Bangunan Gedung Untuk Rumah |badat.

. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propind Jews
Timur/Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah [stimewa
Yogyakarta sebagaimana telah dlubah dengan Undang-
Undang Nomeor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965
Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2720);

. Undang-Undang MNomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan

Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134
Tembahan Lembaran Negara Nomor 4247},



3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negeara Tahun
2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4349);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tantang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Nagara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang MNomor 8 Tabhun 2005 (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4548);

5. Persturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Palaksanaan Undang-Undang Nomeor 28 Tahun
2002 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomeor 83 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4532},

6. Paraturan Bersama Menterl Agama dan Manter| Dalam Negeri
Nomeor : & Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanesan
Nomor : 8 Tahun 2006

Tugas Kepsala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam

Pemellharaan Kerukunan Umat Beragama., Pemberdayamn

Forum kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah

Ibadat;

7. Peraturan Daerah Kotamadya Daersh Tingkat |l Surabaya
Nomor 7 Tahun 1892 tentang [zin Mendirken Bangunan

{Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat il Surabaya
Tahun 1884 Nomor 5/C);

8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomeor 14 Tahun 2003
tentang Organisas| Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah
Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/Dy;

9. Paraturan Dasrah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2005
tentang Organisasl Lembaga Teknls Kota Surabaya
(Lembaren Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 4/0);

10 Keputusan Walikota Surabaya Nomor 38 Tahun 2003 tentang
Tata Cara Penyelesaian Permohonan Izin Mendidkan
Bangunan di Kota Surabaya (Lembaran: Daerah Kota
Surabaya Tahun 2003 Nomor 30/D2);

11 Peraturan Wallkota Surabaya Nomor 71 Tahun 2005 tentang
Penjabaran Tugas dan Fungs/ Badan Kesatuan Bangsa dan
Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya (Berita Daerah Kota
Surabaya Tahun 2005 Nomor 14/D);

12. Peraturan Wallkota Surabaya Nomor 84 Tahun 2005 tentang
Penjabaran Tugas dan Fungsl Dinas Tata Kota dan
Parmukiman Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya
Tahun 2005 Nomar 24/0).



Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENDIAIAN
RUMAH IBADAT DAN PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNQ
UNTUK RUMAH IBADAT.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wallkota inl yang dimaksud dengan !

1.
2.

10.

Daersh adalah Kota Surabaya.
Walikota adalah Walikote Surabaya.

Dinas Tata Kota dan Permukiman adalah Dinas Tata K.ta
dan Permukiman Kota Surabaya,

Badan Kesatuan Bangse dan Perlindungan Masyaiixat
adalah Badan Kesatuan Bangse den Perdlndungan

Masyarakat Kota Surabaya.

Kepala Dinas Tata Kota dan Permukiman adalah Ke, i@
Dinas Tata Kota dan Permukiman Kota Surabaya.

Kepala Kantor Departemen Agama adalah Kepala Ka..ior
Departemnen Agama Kota Surabaya.

Rumah [badat adalah bangunan yang memiliki cln _ui
tertentu yang khusus dipergunakan untuk berlbadat bL.gi
para pemeiuk masing-masing agama secara pefmarcn,
tidak termasuk tampat ibadat keluarga.

Forum Kerukunan Umat Beragama yang selanjuta
disingkat FKUB adalah forum yang dlbentuk cich
masyarakat dan difasilitast ¢leh Pemerintah dalam rangxs
membangun, maemaelihara dan membardayekan urat
beragama untuk kerukunan dan kesejahtaraan.

Panitla pembangunan rumah Ibadat adalah panitia y& .o
dibentuk ofelr umat beragama, ormas keagamasan eic.
penguius rumah ibadat.

Izin Mendirikan Bangunan Rumah lbadat yang selanjutr., a
disebut IMB rumabh ibadat adueleh izin yang diterbitken oi-n
Walikota untuk pembangunan rumah |badat,



(1)

(@)

(3)

(1)

(2)

BAB Il
PENDIRIAN RUMAH IBADAT

Pasal 2

Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata
dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisl lumiah
penduduk bagl pelayanan umat beragama yang
bersangkutan di wilayah kelurahan.

Pendlrian rumah Ibadat sebagaimana dimaksud padm
ayat (1}, dllakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat
beragama, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban
umum, serta mematuhl peraturan parundang-undangan.

Dalam hal keperiuan nyata bagl pelayanan umat beragama
dl wilayah kelurashan sebagaimans dimaksud pada ayat (1)
tidak terpenubi, perimbangan komposis| jumiah penduduk
digunakan batas wllayah kecamatan atau kota ateu
provinal,

Pasal 3

Pendirian rumah Ibadat harus memenuhi persyaratan
administratif dan persyarstan teknis bangunan gedung
seaual Peraturan Dmerah dan Peraturan Walikota yvang
berkaltan dengan Lzin Mendlrikan Bangunan.

Selaln memenuhl persyaratan sebagalmana dimaksud
pada ayat (1), pendidan rumah lbadat harus memenuhi
poersyaratan khusus meliputi :

a. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna
rumah ibadat paling sedlkit S0 (sembllan puiuh) orang
yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan
tingkat batas wlitayah kelurahan atau kecamatan atau
kota atau provinsi;

b. dukungan masyarakat setempat paling sedlkit 80 (enam
puluh) orang yang disahkan oleh Lurah;

¢. rokomendasl tertulls Kepala Kantor Departemen
Agama;

d. rekomendasi tertulis Forum Kerukunan Umat Beragama
kota yang merupakan hasil musyawarah dan mufakat
dalem rapat FKUB, yang dituangkan dalam bentuk
tertulls,



(3) Calam hal persyaraian sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) hurdf a terpenuhl sedangkan persyaratan huruf b belum
terpanuhbi, Pamaerintah Dasrah berkews/iban memfasilitasi
tersodlanya lokasi pembangunan rumeh  ibadat
berdasarkan peraturan parundang-undangan yang beriaku.

Pasal 4

(1) Permohonan pendifan rumeh ibadat sebagaimans
dimaksud dalem Pasal 3, diajukan oleh panitia
psmbangunan mumah |badat kepada Kepala Dinas Tata
:ﬁat; tdan Permukiman untuk mempercieh IMB rumah

adat.

(2) Kepala Dinas Tata Kota dan Parmukiman memberikan
keputusan paling fambat B0 (sembilan puluh) harl sejak
permohonan beasrta parsyaratan sscara lsngkap pendirian
rumah Ibadat dlajukan sebagaimana dimaksud pada
ayat {(1).

{3) Permohonan pendirian rumah |badat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), disamping harus memenuhl
persyaratan sebagaimana dimaksud pade ayat (2), periu
dilangkapl dengan pertimbangan darl Badan Kesatuan
Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sesual dengan
Keputusan Wallkota Surabaya tentang Tata Cara
Penyalesaian Permohcnan lzin Mendirikan Bangunan dl
Kota Surabayn,

(4} Bagan alur proses pelayanan [MB rumah ibadat
sebagaimana dimaksud psda ayat (2) den ayat (3),
dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal &

Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagl
bangunan gedung rumah ibadat yang telah memllikl IMB vang
dipindahkan karena perubahan rencana tata ruang wilayah
bardasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

BAB 1|
PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG
BUKAN RUMAH IBADAT

Pasal §

(1) Pemanfaaten bangunan gedung bukan rumah ibadst
sebagai rumah |bedat sementara harus mendapat surat
keterangan pemberian izin sementara dari Walikota
dengan memenuhi persyaratan :

a. laik fungs!; dan

b. psmeliharaan kerukunsan umat beragama seria
ketsntraman dan ketertiban masyarakat.



(2}

&)

(1)

@

(3

{4)

)

(2)

Persyaratan lalk fungsi sebagalmana dimaksud pada ayat
(1) buruf a dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tata Kota dan
Pearmukiman, mengacu pada peraturan perundang-
undangan tentang bangunan gedung.

Persyaratan pemseliharaan kerukunan umat beragama
serta  ketentraman  dan ketertiban masyarakat
sabagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi ;

#. izin tertulls pemilik bangunan;
b. rekomendasl tertulis Lurah;

¢. pelaporan tertulis kepada Forum Kerukunan Umat
Beragama dl Daerah; dan

d. pelaporan tertulis kepada Kepala Kantor Departemen
Agama di Daerah.

Pasal 7

Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfastan
bangunan gedung bukan rumah Ibadat sebagalimana
dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) diterbitkan cleh Wallkota
setelah mempertimbangkan pendapat tertulis Kepala
Kantor Dspartemen Agama dan Forum Kerukunan Umat
Beragama di Daerah.

Surat keterangan pemberlan izin sementara pemanfaatan
bangunan gedung bukan rumah [badat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) barlaku paling lama 2 (dus) tabun.

Permohonan surat keterangan pemberlan [2in sementara
pemanfaaten bangunan gedung bukan rumah [badat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampalkan
kepada Walikocta melalul Kepala Dinas Tate Kota dan
Permukiman dengan dllampiri persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8.

Bagan alur proses pelayanan surat keterangan pemberian
izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan
rumah [badat =sbagaimana dimaksud pada ayat (3),
dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Welikota Ini.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Zln bangunan gedung untuk rumeh |hadat yang
dikefuarken oleh Femaerintah Daerah sebolum berlakunys
Peraturan Walikota ini, dinyatakan sah dan tetap beriaku.

Renovasl bangunan gedung rumah Ibadat yang telah
mempunyal IMB untuk rumah ibadat, diproses sesual

dengan ketentuan IMB sepanjang tidak terjad pemindahan
lnkasl



(3) Dalam hal bangunan gedung rumah ibadat yang talah
digunaken secara permanen dan/atau memillki nilal
sejarah yang belum memillki IMB untuk rumah lbadat
sebelum berlakunya Parsturan Wallkota ini, Pemerintah
Dasrah membantu memfasilltasi penerbitan IMB untuk
rumah jbadat dimaksud berdmsarkan  peraturan
perundang-undangan yang barlaku.

BAB YV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturen Wallkota int mulsi beriaku, maka
Keputusan Walikota Surabays Nomor 49 Tahun 2003 tentang
Tata Cara Pemberian izin Tempat Ibadah (Betita Dasrah Kots
Surabays Tahun 2003 Nomor 37/D2), dicabut dan dinyataken
tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Wallkota Ini mulal berlaku pada tanggal
diundangkan,

Ager setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Persturan Wallkota Int dengan pensmpatannys
dalam Baerita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 12 Desember 2007

WALIKOTA SURABAYA,
ttd

BAMBANG DWI HARTONO
Diundangkan di Surabaya
pada tanggsal 12 Dessmber 2007

SEXKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,
ttd
SUKAMTO HAD)
BERITA DCAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2007 NOMOR 58

Sailinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Baglan Hukum,

NIF. 040 251 424



LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA

PEMOHON

KEPALA DINAS TATA KOTA 2

NOMOR : 58 TAHUN 2007
TANGGAL : 12 DESEMBER 2007

DAN PERMUKIMAN
MELALUN LIFTSA 3

4a 4b

BADAN KESATUAN BANGSA
DAN PERLINDUNGAN
MAS YARAKAT

Sa PERMOHONAN IMB PERMOHONAN MB
* RUMAH BADAT RUMAH IBADAT

&b

St

PROSES
PENERBITAN IMB

RUMAH BADAT




2. BAGAN ALUR PROSES PELAYANAN SURAT KETERANGAN PEMBERIAN [ZIN SEMENTARA
PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG BUKAN RUMAH IBADAT

WALIKOTA MELALUI KEPALA KANTOR
PEMOHON ! KEPALA DINAS TATA KOTA 2 J  DEPARTEMEN
DAN PERMUKIMAN ‘ AGAMA DAN FKUB
3
4 a 4 b
L o
5a PERMOHONAN PERMOHONAN
e DITOLAK DISETUJUS
] Sb
8b PROSES PENERBITAN
SURAT KETERANGAN
Salinan sesual dengan aslinya WALIKOTA SURABAYA,
an SEKRETARIS DAERAH
Asisten Bidang Administrasl Pemerintahan tied
u.b
Kepala Bagian Huku/ BAMBANG DWI HARTONO
(\/\/LM
T R um
Tingkat |

010 251 424



